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ABSTRAK 

 

KONTIBUSI PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP) TERHADAP SUMBER 

PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI RIAU 

 

 

Oleh : 

 

IVANA NAILA ALMIRA 

NIM. 01770623786 

 

 

Pajak mempunyai peranan dan sekaligus merupakan suatu unsur yang 

paling penting sebagai pemasok dana bagi anggaran negara (Indonesia), 

perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan dari 

sumber penerimaan negara. Salah satu yang termasuk bagian dari pajak daerah 

adalah pajak air permukaan (PAP). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

kontribusi pajak air permukaan (PAP) terhadap sumber pendapatan asli daerah 

Provinsi Riau. Penelitian dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 6 Simpang Tiga, Kec. 

Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Penulis berupaya untuk memperoleh 

data-data yang terkait berupa data primer dan data sekunder, selanjutnya data-

data yang sudah diperoleh dengan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan 

berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran 

sehingga peneliti mengorek data sedalam-dalamnya dan fakta penelitian secara 

apa adanya, guna memperoleh hasil yang sesuai terkait dengan Kontribusi Pajak 

Air Permukaan (PAP) Terhadap Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak air permukaan belum memiliki 

kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Riau.   

   

Kata Kunci : Pajak, Air, Permukaan, Pendapatan, Kontribusi      
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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulillahirobil’alamin puji syukur atas segala limpahan rahmat, 

hidayah serta karunia-Nya yang diberkati oleh Allah SWT sehingga penulis 

diberikan nikmat kekuatan serta kesehatan untuk dapat menyelesaikan penulisan 

karya ilmiah yaitu tugas akhir. Dan tak lupa pula tuturan shalawat beriring salam 

kepada Nabi besar Muhammad SAW yang diutus dengan kebenaran sebagai 

pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dan 

izin-Nya dan sebagai cahaya penerang bagi umat-Nya. 

 Dalam menyelesaikan pendidikan Diploma tiga (D3) penulis pada 

Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau diperlukan suatu karya ilmiah 

berupa tugas akhir. Pada kesempatan ini, penulis menyelesaikan tugas akhir yang 

berjudul “Kontribusi Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Sumber 

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau”. Adapun karya tulis ilmiah ini 

dianjurkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya 

pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 Dalam penulisan tugas akhir ini penulis sadar bahwa pada karya ilmiah ini 

masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan baik segi susunan maupun segi 

penulisan. Maka demi kesempurnaan tugas akhir ini, penulis mengharapkan 

kerendahan hati pembaca untuk dapat memberikan kritik dan saran yang baik 
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serta bersifat membangun untuk melengkapi dan menyempurnakan karya ilmiah 

ini.  

 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan 

berhasil dengan baik dan benar tanpa adanya support serta bimbingan dari 

berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian tugas akhir ini baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, penulis ingin 

menyampaikan rasa syukur yang tulus dan ucapan terima kasih yang sedalam-

dalamnya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab M. Ag selaku Rektor Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau besera pembantu rektor I, II, III yang 

telah memberikan waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di 

perguruan tinggi ini. 

2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu 

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta 

pembantu I, II, III yang telah memberikan rekomendasi penulis untuk 

dapat melakukan penelitian. 

3. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI, M.A selaku Ketua Jurusan D3 Administrasi 

Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan D3 Administrasi 

Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 
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5. Bapak Khairil Henry, S. E., M.Si.Ak selaku pembimbing akademis penulis 

yang telah memberikan motivasi dan nasihat selama penulis menjadi anak 

didiknya. 

6. Ibu Dr. Mustiqowati Ummul Fithriyyah, M.Si selaku pembimbing tugas 

akhir yang telah meluangkan waktu dan memberikan nasihat kepada 

penulis selama bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. 

7. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berjasa dalam 

memberikan ilmu pengetahuan dari awal perkuliahan hingga penyelesaian 

tugas akhir. 

8. Kepada Kasubbid Penerimaan Pajak Daerah Lainnya beserta karyawan 

Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau yang telah bersedia 

meluangkan waktu dalam memberikan informasi-informasi penting demi 

kemudahan dan kelancaran dalam melakukan penelitian terkhusus Bapak 

Herry Andrian, S.IP, Ibu Windy, dan Ibu Yeni. 

9. Teruntuk yang teristimewa kepada orang tua tercinta penulis yaitu 

Ayahanda Alm. Rainier Santosa dan Ibunda Pisparida yang telah merawat, 

membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini serta memberikan 

seluruh motivasi dan dorongan support kepada penulis untuk 

menyelesaikan tugas akhir ini atas jasa mereka yang tiada hentinya mereka 

salurkan. Terima kasih banyak atas perhatian papa dan mama yang banyak 

memberikan kasih sayang tak terhingga sampai penulis dewasa, kasih 

sayangnya tidak pernah pudar yang menginginkan anak kesayangannya 
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menjadi yang terbaik dan bisa mengabdikan momen bersama. Tapi waktu 

berkata lain, penulis rindu sama papa dan semoga papa tenang disana 

(Aamiin) dan bangga atas pencapaian penulis dalam menyelesaikan 

pendidikan. Penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada 

papa dan mama tercinta atas kasih sayangnya selama ini. 
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teman Program Studi D3 Administrasi Perpajakan angkatan 2017 yang 

telah banyak memberikan masukan atau saran kepada penulis selama di 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang tertib, 

aman, sejahtera, berkeadilan, dan membangun infrastruktur bangunan. Suksesnya 

pembangunan Negara Indonesia tidak terlepas dari persediaan dana yang cukup 

besar untuk membiayai pembangunan negaranya dengan pengolahan dana yang 

baik, maka semua sektor pendapatan negara dapat di optimalkan untuk 

mewujudkan cita-cita negara dan meningkatkan pembangunan Negara yang 

bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat Indonesia. 

 Ditinjau dari sistem keuangan Negara, pajak mempunyai peranan dan 

sekaligus merupakan suatu unsur yang paling penting sebagai pemasok dana bagi 

anggaran Negara (Indonesia), perolehan dana dari pajak merupakan jumlah 

mayoritas atau dominan dari sumber penerimaan negara.  

 Menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pajak adalah kontribusi wajib 

kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan Undang-Undang. Pembayaran pajak tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung, dimana uang yang dikumpulkan dari pajak adalah digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran 

pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak 
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untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan 

untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-

undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi 

merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk 

peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.  

Selanjutnya menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3) 

pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 

dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang 

langsung di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.   

 Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah yang diakui sebagai 

penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain 

Pendapatan Asli Daerah yang sah, sebagaimana yang tecantum dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.  

Tabel 1.1 

Jumlah Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau Tahun 

2016-2020 

Tahun Target 
Realisasi Penerimaan 

(Rp) 

Persentase 

 % 
Kriteria 

2016 3.496.148.893.131,13 3.110.656.139.756,52 88,97 Efektif 

2017 3.859.298.000.000,00 3.360.008.975.199,29 87,06 Efektif 

2018 3.963.964.459.139,25 3.638.995.740.121,15 91,80 Efektif 

2019 3.609.065.922.066,65 3.558.210.585.339,97 98,59 Efektif 

2020 3.316.666.329.545,05 3.333.176.032.497,57 100,5 
Sangat 

Efektif 

Rata-rata 93,38 Efektif 

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tahun 2021  

Menurut Tabel 1.1 diatas, Jumlah Target dan Reslisasi Pendapatan Asli 

Daerah Provinsi Riau tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 



    3 

 

target yang ditetapkan adalah Rp. 3.496.148.893.131,13,- menurun mencapai Rp. 

3.110.656.139.756,52,- atau mengalami penurunan sebesar 88,97% dari target 

yang ditetapkan, sedangkan pada tahun 2017 jumlah realisasi mencapai Rp. 

3.360.008.975.199,29,- atau mengalami penurunan sebesar 87,06%. Pada tahun 

2018 jumlah realisasi mencapai Rp. 3.638.995.740.121,15,- juga mengalami 

penurunan sebesar 91,80%, sedangkan 2019 dari target yang telah ditetapkan Rp. 

3.609.065.922.066,65,- dengan jumlah realisasi Rp. 3.558.210.585.339,97,- atau 

menunjukkan penurunan sebesar 98,59%, sedangkan tahun 2020 mengalami 

peningkatan sebesar 100,5%.          

 Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh 

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 

dengan tidak dapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). 

 Salah satu yang termasuk bagian dari Pajak Daerah ialah Pajak Air 

Permukaan. Yang dimaksud pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan 

dan/atau pemanfaatan air permukaan. Objek pajak air permukaan adalah 

pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dikecualikan dari objek pajak 

air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk 

keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan 

tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan. 

Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang daoat 

melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (Peraturan 
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Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air 

Permukaan (PAP).  

Tabel 1.2 

Jumlah Target dan Realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) Provinsi Riau 

Tahun 2016-2020 

Tahun Target 
Realisasi 

Penerimaan (Rp) 
Persentase % Kriteria 

2016 37.147.943.843,47 29.063.437.127,00 78,23 Efektif 

2017 40.298.089.480,87 27.379.086.879,00 67,94 Efektif 

2018 65.298.089.480,89 28.957.476.717,00 44,34 Tidak Efektif 

2019 30.438.711.394,58 32.089.318.423,00 105,42 Sangat Efektif 

2020 36.861.780.171,88 34.695.710.976,00 94,12 Efektif 

Rata-rata 78,01 Efektif 

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tahun 2021  

Menurut Tabel 1.2 diatas, Jumlah Target dan Reslisasi Pajak Air 

Permukaan Provinsi Riau tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa pada tahun 2016 

target yang ditetapkan adalah Rp. 37.147.943.843,47,- menurun mencapai Rp. 

29.063.437.127,00,- atau mengalami penurunan sebesar 78,23% dari target yang 

ditetapkan, sedangkan pada tahun 2017 jumlah realisasi mencapai Rp. 

27.379.086.879,00,- atau mengalami penurunan sebesar 67,94%. Pada tahun 2018 

jumlah realisasi mencapai Rp. 28.957.476.717,00,- juga mengalami penurunan 

sebesar 44,34%, sedangkan 2019 dari target yang telah ditetapkan Rp. 

30.438.711.394,58,- dengan jumlah realisasi Rp. 32.089.318.423,00,- atau 

mengalami peningkatan sebesar 105,42%, sedangkan tahun 2020 mengalami 

penururnan sebesar 94,12%.      

Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat 

melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (Peraturan 
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Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air 

Permukaan (PAP)). UPT/UP yang melaporkan Pajak Air Permukaan ke Kantor 

Bapenda Provinsi Riau ada 33, yakni : UPT Pekanbaru Kota, UPT Simpang Tiga, 

UPT Siak Sri Indrapura, UPT Bengkalis, UPT Duri, UPT Dumai, UPT 

Bangkinang, UPT Pangkalan Kerinci, UPT Teluk Kuantan, UPT Pasir 

Pengaraian, UPT Bagan siapiapi, UPT Bagan Batu, UPT Rengat, UPT 

Tembilahan, UPT Selat Panjang, UPT Kubang, UPT Perawang, UPT Panam, UPT 

Tapung, UP Rumbai, UP Ujung Tanjung, UP Air Molek, UP Ujung Batu, UP 

Kec. Keritang, UP Kec. Pangkalan Kuras, UP Kec. Kandis, UP Siangingi Hilir, 

UP Kuantan Mudik, UP Tambusai, UP Kepenuhan, UP Kateman, UP Kampar 

Kiri, dan UP Samsat Keliling.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Kontribusi Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap 

Sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Berapa jumlah target dan realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Riau 

tahun 2016-2020? 

2. Berapa jumlah target dan realisasi pajak air permukaan Provinsi Riau 

tahun 2016-2020? 

3. Berapa jumlah kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan asli 

daerah Provinsi Riau tahun 2016-2020?  
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan 

1.3 1 Tujuan Penulisan  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

yang ingin dicapai dalam penulisan ini secara terperinci adalah :     

1. Untuk mengetahui jumlah target dan realisasi pendapatan asli 

daerah Provinsi Riau tahun 2016-2020. 

2. Untuk mengetahui jumlah target dan realisasi pajak air 

permukaan Provinsi Riau tahun 2016-2020. 

3. Untuk mengetahui jumlah kontribusi pajak air permukaan 

terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Riau tahun 

2016-2020.   

1.3 2 Manfaat Penulisan 

1. Bagi Mahasiswa 

 Untuk dapat memahami dan menambah wawasan tentang 

kontribusi pajak air permukaan (PAP) terhadap sumber pendapatan 

asli daerah Provinsi Riau. 

2. Bagi Kantor/Instansi 

 Sebagai bahan evaluasi atas hasil kinerja sehingga dapat menjadi 

bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. 

3. Bagi Program Studi D3 Administrasi Perpajakan 

 Meningkatkan hubungan kerja sama antara pihak universitas 

dengan Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau dan sebagai 

bahan pembanding untuk melakukan penelitian atau memecahkan 
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suatu masalah yang ada serta pembelajaran untuk masa yang akan 

datang.  

1.4 Metode Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 6 Simpang 

Tiga, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau.  

1.4.2 Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian dilakukan pada bulan November 2021.  

1.5 Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :   

a. Data Primer 

 Data premier adalah data yang dapat dari sumber pertama atau 

sumber asli (langsung dari informasi). 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data-data penulis yang diperoleh dalam bentuk 

laporan, catatan-catatan, buku-buku, dan dokumen-dokumen yang terkait 

dengan masalah penelitian melalui Kantor Bapenda Provinsi Riau.  

1.5.1 Metode Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan langsung di Kantor Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 

b. Wawancara 
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Penulis melakukan metode wawancara atau tanya dilakukan 

secara langsung dengan Bagian Bidang Penerimaan Pajak 

Daerah Lainnya untuk mendapatakan data atau informasi yang 

berguna dalam menyusun Tugas Akhir. 

c. Studi Pustaka 

Studi pustaka metode yang menempatkan penilaian atas 

kesimpulan atau pendapat ahli untuk merumuskan suatu 

pendapat baru yang lebih menekankan pengutipan untuk 

memperkuat uraian. Buku-buku yang menjadi bahan referensi 

merupakan buku yang berkaitan dengan perhitungan pajak air 

permukaan dan sejarah berdirinya perusahaan sebagai pedoman 

dalam penyusunan tugas akhir. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan didalam sebuah 

penulisan dengan tujuan agar karya tulis mudah dipahami dan dimengerti 

sehingga mencapai tujuan dan sasarannya. Dalam penulisan tugas akhir ini 

bahasan yang akan diuraikan terbagi terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-

bab sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penilitian metode penelitian dan 

sistematika penulisan dari penelitian penulis. 
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BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Pada bab ini penulis menguraikan secara singkat mengenai gambaran 

umum dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, meliputi 

sejarah singkat berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, dan uraian 

tugas. 

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori dan menjelaskan 

tentang tinjauan teoritis dan masalah penelitian. 

BAB IV : PENUTUP 

Pada bab ini menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah 

dikemukakan dan beberapa saran dari hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

2.1 Sejarah Singkat Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

 Dinas Pendapatan daerah Provinsi Riau di bentuk berdasarkan Surat 

Gubernur Nomor : KTPS 29/1/1974 tanggal 13 Januari 1974 Tentang 

Pembentukan Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau. Kemusian sejalan 

dengan perkembangan keadaan dan untuk meningkatkan penyelenggaraan 

pungutan daerah serta dalam rangka pelaksanaan Pasal 49 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pemerintahan di Daerah, maka di 

tetapkan pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan 

provinsi Riau.  

 Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1974 yang di sahkan 

oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor: 

PEM.061.341.24/127 tanggal 12 April 1980, dengan berpedoman kepada Surat 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KTPS.286/XI/1980 tanggal 27 

November 1980. Dinas Pendapatan Provinsi Riau adalah dinas yang menjadi 

Aparat Pelaksanaan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 

Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan di Daerah.   

2.2 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

a. Visi 

Terwujudnya Pendapatan Daerah sebagai pendukung utama kelancaran 

roda penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau secara professional. 
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b. Misi  

 Meningkatkan intensifikasi dan ektensifikasi Pedapatan Asli Daerah 

secara optimal. 

 Menyelenggarakan dan meningkatkan Kinerja pelayanan public secara 

professional. 

 Memperoleh Dana Perimbangan secara adil sesuai dengan potensi 

yang dimiliki. 
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2.3 Struktur Organisasi Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau tahun 2021 
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2.4 Uraian Tugas (job description) Bagian atau Unit Kerja 

1. Kepala Badan 

  Menurut Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 93 Tahun 2016, 

Kepala Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur 

melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah pada bidang Pendapatan Daerah. Untuk 

melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pendapatan Daerah 

menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas 

dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

dukungan teknis, pembinaan, teknis penyelenggaraan fungsi penunjang 

urusan Pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan 

oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Badan Pendapatan 

Daerah. 

2. Sekretaris  

 Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitas dan 

evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, 

Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian 

Kepegawaian dan Umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada Sekretaris menyelenggarakan fungsi: penyusunan program 

kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;  penyelenggaraan 

koordinasi, fasilitas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan 

Sekretariat; penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada 
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Kepala Badan Pendapatan Daerah; dan, pelaksanaan tugas kedinasan yang 

diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

3. Kepala Subbagian Perencanaan Program 

 Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas: 

merencanakan program atau kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Perencanaan Program; membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas dibawah lingkungan Subbagian Perencanaan 

Program; menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program 

atau kegiatan dari masing-masing bidang; melaksanakan penyusunan 

Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja; melaksanakan koordinasi 

penyusunan Standar Operasional Prosedur; mempersiapkan bahan-bahan 

untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan 

pembangunan daerah serta rapat koordinasi teknis; melakukan 

pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan 

kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program; dan melaksanakan tugas 

kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

4. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik 

Daerah 

 Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan 

Barang Milik Daerah mempunyai tugas: merencanakan program/kegiatan 

dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; membagi tugas, memberi petunjuk dan 
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memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di  lingkungan Subbagian 

Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset; 

mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai; melakukan 

pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan 

aset; menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang 

milik daerah; melakukan urusan kepengurusan barang milik daerah yang 

berada pada penguasaan Badan Pendapatan Daerah; melaksanakan 

penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemuktahiran 

data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan; melaksanakan proses 

administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;  

melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran; 

melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawabandan pencatatan 

aset; melakukan fasilitas rencana umum pengadaan barang dan jasa unit 

kerja; melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara 

berkala pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

5. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum 

 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas; 

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Kepegawaian dan Umum; membagi tugas, memberi petunjuk dan 
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memeriksan hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian 

Kepegawaian dan Umum; mengagendakan dan mendistribusikan surat 

menyurat; melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian; 

melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Beban Kerja, peta jabatan, 

proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan; 

melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai; membuat laporan 

perkembangan kepegawaian; menyelenggarakan urusan kehumasan; 

melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; melaksanakan dan 

mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan 

keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas; melaksanakan pengadaan 

sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; melaksanakan pemelihara saran 

dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban 

kantor; mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi 

untuk kepentingan masyarakat; melakukan pemantauan, evaluasi dan 

membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian 

Kepegawaian dan Umum; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

6. Kepala Bidang Pajak Daerah 

 Kepala Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan 

koordinasi, fasilitas dan evaluasi pada Subbagian Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor, Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, dan 

Subbidang erfikasi dan Pelaporan Pajak Daerah. Untuk melaksanakan 
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tugas, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: penyusunan program 

kerja dan rencana operasional pada Bidang Pajak Daerah; 

penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pajak Daerah; penyelenggaraan 

pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan 

tugas yang telah dilaksanakan kepada Badan Pendapatan Daerah; dan 

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

7. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bermotor 

 Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas: merencanakan 

prgogram/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penerimaan Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; melakukan 

optimalisasi potensi sumber-sumber Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea 

Balik Nama Kendaraan Bermotor; melakukan evaluasi terhadap 

perhitungan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor; menetapkan target Pajak Kendaraan Bermotor dan 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; melakukan koordinasi, 

pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap Nilai Jual Kendaraan 
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Bermotor; melakukan evaluasi terhadap realisasi penerimaan Pajak 

kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara 

berkala; melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mengelola 

dan mengembangkan pelayanan Kantor Bersama Samsat untuk 

peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor; melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat 

laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan 

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 

dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

8. Kepala Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya 

 Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 

Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya; membagi tugas, 

membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di 

lingkungan Subbidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya; melakukan 

optimalisasi potensi sumber-sumber Penerimaan Pajak Daerah Lainnya; 

melakukan evaluasi terhadap perhitungan Pajak Daerah Lainnya; 

menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan 

potensi dan kondisi objektif daerah; melakukan evaluasi terhadap realisasi 

Penerimaan Daerah Lainnya secara berkala; melakukan koordinasi denga 

instansi lainnya yang terkait dalam rangka peningkatan Penerimaan Pajak 

Daerah Lainnya; melakukan optimalisasi potensi sumber-sumber 

Penerumaan Pajak Daerah Lainnya; melakukan evaluasi untuk 
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penyesuaian peritungan penyesuaian Penerimaan Pajak Daerah Lainnya; 

menetapkan target Penerimaan Pajak Daerah Lainnya sesuai dengan 

potensi dan kondisi objektif daerah; melaukan evaluasi terhadap realisasi 

Penerimaan Pajak Daerah Lainnya secara berkala; dan melaksanakan 

tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

9. Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah 

 Kepala Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah 

mempunyai tugas: merencanakan program/kegiatan dan penganggaran 

pada Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah; membagi tugas, 

membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di 

lingkungan Subbidang Verifikasi dan Pelaporan Pajak Daerah; melakukan 

rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah berkoordinasi dengan Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; menyusun perhitungan target 

dan realisasi bagi hasil Pajak Daerah ke Kabupaten/Kota; menghimpun 

dan memverifikasi penerimaan Paajak Daerah untuk penyusunan laporan 

realisasi penerimaan Pajak Daerah; melakukan rekonsiliasi, koordinasi 

dan penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dengan instansi terkait 

Kabupaten/Kota; melakukan pemantauan, evakuasi dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Verifikasi dan Pelaporan 

Pajak Daerah; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

10. Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan Dana Bagi 

Hasil 
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 Kepala Bidang Retribusi, Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan 

Dana Bagi Hasil mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan 

evaluasi tugas pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli 

Daerah Lainnya, Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak, dan 

Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak. 

11. Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah 

Lainnya 

 Kepala Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli 

Daerah Lainnya mempunyai tugas: merencanakan program/kegiatan dan 

penganggaran pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli 

Daerah Lainnya; membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai 

hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan 

Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya; melakukan pendataan dan 

inventarisasi terhadap subjek dan objek potensi Retribusi Daerah dan 

Pendapatan Asli Daerah Lainnya; melakukan pengkajian, evaluasi dan 

penyesuai perhitungan pengenaan tarif Retribusi Daerah dan Pendapatan 

Asli Daerah Lainnya; melakukan Koordinasi dengan instansi pemungut 

Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya; menetapkan 

Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya; melakukan 

pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan 

kegiatan pada Subbidang Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Asli 

Daerah Lainnya; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 

atasan sesuai tugas dan fungsinya. 
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12. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 

  Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak mempunyai 

tugas: merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 

Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak; membagi tugas, 

membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di 

lingkungan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak; melakukan 

pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil Pajak dalam 

peningkatan pendapatan daerah; menetapkan target Dana Bagi Hasil 

Pajak; menerima laporan, meneliti serta mencocokan jumlah penerimaan 

yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak pada rekening kas umum daerah; 

melakukan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak; melakukan 

pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan 

kegiatan pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak; dan 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

13. Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 

 Kepala Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 

mempunyai tugas: merencanakan program/kegiatan dan penganggaran 

pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; membagi 

tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas 

bawahan di lingkungan Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan 

Pajak; melakukan pengkajian potensi sumber-sumber Dana Bagi Hasil 

Bukan Pajak dalam peningkatan pendapatan daerah; menetapkan target 



    22 

 

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; menerima laporan, meneliti serta 

mencocokan jumlah penerimaan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Bukan 

Pajak; melakukan koordinasi penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; 

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada Subbidang Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; 

dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas 

dan fungsinya. 

14. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan 

 Kepala Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan 

mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas 

pada Subbidang Pengembangan Sistem Informasi, Subbidang 

Pengembangan Pendapatan, dan Subbidang Pengolahan Data Pendapatan. 

15. Kepala Subbidang Pengembangan sistem Informasi 

  Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai 

tugas: merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 

Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; membagi tugas, 

membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di 

lingkungan Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; melakukan 

kajian kebijakan teknis Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem 

dan Aplikasi Pendapatan; melakukan koordinasi, bimbingan, 

pengendalian, serta fasilitasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, 

Infrastruktur Sistem dan Aplikasi Pendapatan; melakukan kajian petunjuk 

teknis di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan 
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Aplikasi Pendapatan; menyelenggarakan tugas teknis Penyelenggaraan 

kegiatan teknis penunjang tertentu dan sebagian kegiatan teknis 

operasional Badan, sesuai urusan pemerintahan Daerah Provinsi di bidang 

Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi 

Pendapatan; menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pelayanan publik dan 

administrasi dari aspek Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem 

dan Aplikasi Pendapatan; menyelenggarakan Sistem Teknologi Informasi 

di bidang Pengelolaan Data/Informasi, Infrastruktur Sistem dan Aplikasi 

Pendapatan; menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi, 

pelaporan dan koordinasi di bidang Pengelolaan Data/Informasi, 

Infrastruktur Sistim Pendapatan dan Aplikasi Pendapatan; melakukan 

pengkajian, perencanaan, penyusunan dan perancangan infrastruktur 

Teknologi Informasi Pendapatan; melaksanakan pembangunan dan 

pengadaan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan; melakukan 

pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi Pendapatan; 

melaksanakan pengendalian, pengelolaan dan keamanan infrastruktur 

Teknologi Informasi Pendapatan; melaksanakan optimalisasi infrastruktur 

pelayanan Teknologi Informasi Pendapatan; melakukan pemantauan, 

evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada 

Subbidang Pengembangan Sistem Informasi; dan melaksanakan tugas 

kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

16. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan 

 Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas: 



    24 

 

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Pengembangan Pendapatan; membagi tugas, membimbing, memeriksa 

dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang 

Pengembangan Pendapatan; melakukan Pengembangan Pelayanan dan 

Pendapatan; melakukan penelitian dan pengembangan potensi Pajak 

Daerah, Retribusi Daerah, sistem dan prosedur pendapatan daerah; 

menyusun standar administrasi dan pelayanan pemungutan Pendapatan 

daerah; melakukan evaluasi produk hukum bidang pendapatan; 

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan kegiatan pada Subbidang Pengembangan Pendapatan; dan 

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

17. Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan 

 Kepala Subbidang Pengolahan Data Pendapatan mempunyai tugas: 

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Pengolahan Data Pendapatan; membagi tugas, membimbing, memeriksa 

dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang 

Pengolahan Data Pendapatan; menginventarisasi, mempelajari dan 

menghimpun data/informasi untuk menyusun target tahunan Pendapatan 

Daerah untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit 

Pelayanan Teknis; menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis 

Pengolahan Data Pendapatan; melakukan tertib pengolahan administrasi 

dan teknis dibidang Pengolahan Data Pendapatan; membuat laporan 
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realisasi pendapatan/penerimaan mingguan, bulanan, triwulan, semester 

dan tahunan; menyusun target pendapatan/Penerimaan Daerah periode 

tahunan, jangka menengah dan jangka panjang; melakukan pemantauan, 

evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada 

Subbidang Pengolahan Data Pendapatan; dan melaksanakan tugas 

kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

18. Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan 

 Kepala Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan 

mempunyai tugas menyelenggarakan Subbidang Pembukuan dan 

Pelaporan, Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah, dan 

Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan. 

19. Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan 

  Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas: 

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang 

Pembukuan dan Pelaporan; membagi tugas, membimbing, memeriksa dan 

menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbidang 

Pembukuan dan Pelaporan; melakukan pencatatan dan pembukuan 

terhadap semua transaksi penerimaan Pendapatan Daerah yang disetor ke 

Kas Daerah; melakukan koordinasi dengan Kas Daerah dan Bidang 

Teknis Intern; menyiapkan konsep dan rumusan tentang tata cara 

pembukuan penerimaan Pendapatan Daerah; melakukan pemantauan, 

evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada 

Subbidang Pembukuan dan Pelaporan; dan melaksanakan tugas kedinasan 
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lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

20. Kepala Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah 

 Kepala Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah 

mempunyai tugas: merencanakan program/kegiatan dan penganggaran 

pada Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah; membagi tugas, 

membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di 

lingkungan Subbidang Pengawasan dan Penerimaan Daerah; melakukan 

pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak 

daerah secara berkala pada Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana 

Pendapatan; melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pengawasan dan 

Penerimaan Daerah; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang 

diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

21. Kepala Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan 

 Kepala Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan  

mempunyai tugas: merencanakan program/kegiatan dan penganggaran 

pada Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan Pembinaan; membagi 

tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas 

bawahan di lingkungan Subbidang Tindak Lanjut Pengawasan dan 

Pembinaan; menfasilitasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan baik eksternal 

maupun internal; melakukan pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan secara berkala; memfasilitasi Sistem Pengendalian Internal; 

melakukan koordinasi dengan instansi dan bidang terkait lainnya terhadap 
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temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan; melakukan pembinaan 

terhadap pelaksanaan pemungutan pajak daerah pada Unit Pelaksana 

Teknis/Unit Pelaksana Pendapatan; melakukan pemantauan, evaluasi dan 

membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Tindak 

Lanjut Pengawasan dan Pembinaan; dan melaksanakan tugas kedinasan 

lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis dengan Bagian 

Bidang Penerimaan Pajak Daerah Lainnya, maka penulis dapat mengambil 

kesimpulan tentang Kontribusi Pajak Air Permukaan (PAP) Terhadap Sumber 

Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau antara lain sebagai berikut : 

1. Kontribusi penerimaan pajak air permukaan dari tahun 2016-2020 dinilai 

efektif. 

2. Pajak air permukaan merupakan yang dikategorikan sangat kurang efektif 

untuk berkontribusi terhadap sumber pendapatan asli daerah Provinsi 

Riau karena penerimaan yang sangat sedikit. 

3. Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Provinsi Riau adalah sangat kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam hal ini dinilai telah kurang serius 

dalam memperhatikan, memanfaatkan, dan mengoptimalkan sumber-

sumber penerimaan yang tergolong dalam objek Pajak Air Permukaan 

serta faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi penerimaan Pajak Air 

Permukaan. 
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Pada dasarnya Kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Provinsi Riau sudah berjalan dengan baik, namun dalam penulisan 

Laporan Tugas Akhir ini, penulis ingin memberikan saran-saran yang 

membangun, antara lain : 

1. Kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan asli daerah 

Provinsi Riau dinilai sangat kurang, maka sangat disarankan kepada 

Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Unit Pengelola 

Teknis (UPT) atau Unit Pengelola (UP) yang ada untuk lebih 

meningkatkan sumber-sumber penerimaan yang tergolong sebagai 

objek pajak air permukaan, sehingga yang belum teridentifikasi dapat 

dikenakan pungutan sehingga penerimaan Pajak Air Permukaan 

menjadi lebih optimal. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau juga 

diharapkan harus menindak tegas wajib pajak yang belum membayar 

kewajiban pajaknya. 

2. Unit Pengelola Teknis (UPT) atau Unit Pengelola (UP) yang ada di 

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau untuk terus meningkatkan 

tingkat pelayanan termasuk menindak tegas wajib pajak yang belum 

membayar dan memberikan sosialisasi bahwa pentingnya membayar 

pajak air permukaan.  

 

 

 

 

4.2 Saran 
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LAMPIRAN 

Daftar pertanyaan wawancara secara langsung dengan Bagian Bidang Penerimaan 

Pajak Daerah Lainnya di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau sebagai 

berikut : 

1. Berapa jumlah target dan realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Riau 

dari tahun 2016-2020? 

2. Berapa jumlah target dan realisasi pajak air permukaan Provinsi Riau dari 

tahun 2016-2020? 

3. Berapa jumlah kontribusi pajak air permukaan terhadap pendapatan asli 

daerah Provinsi Riau dari tahun 2016-2020? 

4. Bagaimana rumus untuk menghitung kontribusi pajak air permukaan 

terhadap pendapatan asli daerah? 

5. Berapa jumlah UPT/UP yang ada di Provinsi Riau dan subjek pajak air 

permukaan yang terdaftar di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Riau? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


